
SALINAN

+ L

dunnMn
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat

Tatlun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Bengkulu tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak

Alat Berat Tahun 2024;

RAengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ' Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nonlor 2828);

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahurh 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan l£mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana

telaJl diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahtu1 2022 tentang Cipta Kerja (l£mbaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembarm1 Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;



4. Undang-Undang Nomor I Tatlun 2022 tentang Hubungur

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatlun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 1 1 telltang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2(> II Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nonlor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang NoIrlor !2 Tatlun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tatlun 2019 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 680 1 ) ;

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 terItang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubbk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5587}, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Un(jang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Ta}run 2022 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang–Undang Nomor 9 Tatrun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1968 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2854) ;

8. Perattum1 Pemerintah Nomor 35 Tahur1 2023 tentang

Ketentumr Umum Pajak Daerah dan Retdbusi Daerah

(Lembarmr Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 688 1) ;



9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang

Percepatan Program Kendaraan Bermotor I,istrik Berbasis

Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi

Jalan. (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 80 Tatrun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bedta

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tatlun 2018 tentang Perubatran

Atas Peraturan h4enteri Dalam Negeri Nomor 80 Tallun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Repub ilk Indonesia Tatlun 2019 Nomor

157) ;

11. Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Bahk Nama Kendaraan

Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita

Negara Republik indonesia Tatrun 2024 Nomor 458);

12, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 TaIlun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(l£mbaran Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun 2023 Nomor

7)

13. PeraLuran Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Provinsi Bengku lu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir deIIgan Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3
Tatlun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Ta}lun 20 ll tentang

Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);



AAEMUTUSKAN :

R4enetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN
2024

BAB 1

KWrENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerat1 adalah Provinsi Bengkuiu.
2 . Pemerintah Daerah adalah

Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Bengku lu

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

jaIan darat, dan digcrakkan oIeh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan iainnya yang berfungsi untuk

mengpbah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggpnakan roda dan motor dan tidak

melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor

yang dioperasikan di air.

7 . Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap

kendaram1 yang memibki ijin penyelenggaraan

,rngkutan umum barang dan/atau orang dengan

dipungpt bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan

untuk kepentingm1 umum yang menggunakan plat dasar

warna kuning.

8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery

Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis

Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor

Listrik dm1 mendapatkan pasokan sumber daya tenaga

listrik dmi Baterai secara langsung di kendaraan

maupun dari luar.

Pemerintah Provinsi



9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat

PKB, adalah pajak atas kepemihkan dan/atau

penguasaan Kendaraan Bermotor.

1 o. Bea Baiik !Varna Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya

disingka{ BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan bak

milik Kendaraan Bermotor sebagai aka)at perjanjian dtIa

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi

karena iua1 bea, tukar menukar, tUbal1, warisan, atau

pemasukan ke dalam ba(ian usaIra.

11. Kendaraan Bermotor ut)ah bentuk adalah Kendaraan

Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau

serta penggunaannya.

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya

disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran tJmum atas suatu
Kendaraan Bermotor.

13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ut)ah BentIlk yang

seianjutnya disebut NJKB Ut>ah BentIlk adalah Harga

Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang

mengalami perubahan teknis dan/atau serta

penggunaanr}ya .

14. Harga Pasmm\ Umum yang selanjutnya disingkat HPU

adalah rata-rata yang diperoleh dad berbagai sumber

data yang akurat.

15. Tatrun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau

tahun yang ditetaF>kan berdasarkan registrasi dan

icientinkasi oieh pihak berwenang.

16. Alat Berat adaiah alat yang diciptakan untuk membantu

pekerjam1 konstruksi dan pekerjaan teknik sipil iainnya

yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga

manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau

tmrpa roda, tidak melekat secara permanen serta

beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi ddak

terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan,

dan pertambarlgan.

17. Pajak Aiat Berat ymlg selanjutnya disingkat PAB adalah

Pajak Atas Kepemilikan dan /atau penguasaan Alat Berat.



18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB

adalah harga pasaran umum Alat Berat

bersangkutan.

yang

BAB II

ORJEK DAN SURJEK PAJAK

Pasai 2

(1) Objek PKB merupakan

penguasaan Kendaraan Bermotor.

(:2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan
Kendaraan Bermotor.

(3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau

penguasaan Alat Berat.

{4} Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dan ayat (2) ter<iia atas :

a. kendaraan Bennotor yang dioperasikan di atas jalan
darat; dan

b. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

(5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jaIan

darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

terdiri atas :

a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan

minibus;

b. mobil bus yang meliputi rrticrobus dan bus;

c. mobil barang yang meliputi blind yan,pick up, light
truck, truck, pick up box dan sejenisnya;

d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga

dan mobil barang rada tiga;

e. sepeda motor roda dlla, dan;

f. sepeda motor rada Uga meliputi sepeda motor roda tiga

penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

(6) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan

ukuran isi kotor di bawah 7 GT Fujuh Gross Tonnage)

samI)ai dengan 5 GT (Lima Gross Tonnage) diberikan

insentif berupa pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

kepemihkan dan /atau

aIr



(7) Yang dikecualikan dari Objek PKB pada ayat (1) dan

Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah KepemUikan dan/atau penguasaan atas:

a. kereta api;

b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. kendaraan Bermotor Kedutaan, konsulat,perwakiian

negara asing dengan asas timbal baRk, Lembaga-

lembaga internasional yang memperoleh fasilitas

pembebasan Pajak dart Pemerintah;

d. kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;dan

e. kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 3

(1} Subjek PKB merupakan orang pribadi atau ba(ian yang

memihki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau

ba(ian yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang

memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
BAB Ill

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan NJKB, NJAB,

NJKB Ubah Bentuk Pembuatan Sebeltlm Tahun 2024

dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri

mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Babk Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat
Berat Tatrun 2024.

(2) NJKB, NJAB, NJKB Ubah Bentuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 5

Penetapan Nilai Jua! Kendaraan Bermotor, Nilai Jua1 Alat
Berat dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur



tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Bahk Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
BAB iV

PEbIGHITUPqGAN DASAR PE;NGENAAN

PKB, BBNKB DAN PAB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan
di Atas Jalan Darat

PasaJ 6

NJKB, NJAB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasar 4 a)'at {1) dan Pasal 5 digunakan

sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 7

( 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terIla<lap

jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas

jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)

(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dad 2

(dual unsur pokok :

a. NJKB; dan

b. bobot yang mencerminkan secara relatif Tingkat

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (2)

ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor

pada minggu pertama bulan Desember Tatlun 2023.

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditehpkan

dengan ketentuan:

a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan
dengan pengwangan pajak pertambahan nilai; dan

b. daIam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan dengan

pengurangan pajak pertambahan ni}ai, PKB dan
BBNKB.

{3) NJKB sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (2), dijadikan

dasar pengenaan BBIVKB.



Pasal 9

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan

BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB

dan nilai jud ut)ah bentuk.

Pa saI IO

{1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2)

dinyatakan dalam koe6sien, dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. koefisian sama dengan I {satu} berarti kerusakan jaian

dan/ atau pencemaran hngkungan oleh penggunaan

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam

batas toleransi; dan

b. koe6sien !ebih besar dad 1 (saRI) berarti kerusakan

jaIan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh

penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap

rnelewati batas tolerarlsi.

{2} Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan faktor-faktor :

a. tekanan/gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah

sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor,

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang

dibedakan menurut batlan bakar lainnya selain ba}lan

bakar berbasis energi terbarukan; dan

c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri

mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

{3) Koensien sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (1), meliputi :

a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda

tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor redd liga

penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang niiai

koensien sama dengan I (satII);

b, sedan nilai koefisien sama dengan !,025 (satu koma

noI dua puluh lima);

c. jeep dan minibus niiai koefisien sama dengan I,050

(satu koma noI lima pullrh);

d. blind van, pick up, pick up box dan microbtts nilai

koefisien sama dengan I,085 (satu koma noI delapan

puRr}! bma) ;



e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma sam);

f. light truck dan sejenisnya nilai koensien saura

denganl,3 (satu koma tiga); dan

g. truck dan sejenisnya nilai koensien sama dengan 1,4

(satu koma empat) .

(4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi

untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih

dad 3 (Uga) tallun, koefisien sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

(5) Ketentuan mengenai penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan

Gubernur dengan mempedomani ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal ll

( 1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan

sebesar 100% (seratus persen} dari dasar pengenaan
PKB .

(2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dad dasar

pengenaan BBNKB.

(3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dad dasar

pengenaan PKB.

(4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen} dari dasar

pengenaan BBNKB.

(5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan sebesar 30% (tiga

puluh persen) apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak

dibidang angkutan umum orang;

b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang;

dan;

c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek

angkutan umum orang.



{6} Kendaraan Bermotor angkutan umllm unt-uk orang yang

tidak memen tall persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dikenakan PKB sebesar 1% {satu persen}

dan BBNKB sebesar 100% {seratus persen) dad dasar

pengenaan pajak.

(7) Pengenaan PKB clan BBNKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat {4), dibebankan sebesar 6C)%

(enam puluh perser!) apabaa memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. dimihki oIe}! badan hukum indonesia yang bergerak

dibi ciallg angkutan umum; dan

b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum

barang,

{8) Kendaraan Bennotor angkutan umum barang yang tidak

memenuhi persyara€an sebagaimana dimaksud pada

a)'at (7), dikenakan PKB sebesar i% (satu persen} dan

BBNKB sebesar iOC)% (seratus persen} dad PKB dan

BBNKB, serta tarif deIIgan keterlraul sebagai berikut :

a. sebesar 1% {satu persen) dad dasar pengenaan pajak

untuk PKB;

b. sebesar }2,5% (dun belas koma bma p€rsen) dari NJKB

untuk BBNKB pertanra; dan

c. sebesar 1% jsatu persen) dad NJKB untuk BBNKB

kedua dan seterusrlya.

Pasa1 12

{ 1). Tarif BBNKB penyerahan pertama ciitetapkan sebagai

berikut :

a. kendaraan Bermotor roda dug sebesar 10% {septdub

persen) ;

b, kendaraan Bermotor rada aga, ro cia emF>at atau

lebih sebesar 12,5% Idlla belas koma nIna persen};

dan

c. Tarif BBNKB penyera tran kedua dan seterusrlya,

sebesar 1% (satu persen}.



Pasal 13

( 1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang

atau barang ditetapkan sebesar O% (noI persen) dad

dasar pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk

orang atau barang ditetapkan sebesar O% (noI persen)

dad dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL

Berbasis Baterai ditetapkan sebesar O% Cool persen} dari

dasar pengenaan PKB.

Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL

Berbasis Baterai ditetapkan sebesar C)% (no! persen) dad

dasar pengenaan BBNKB .

Pengenaan PKB angkutan umum Barang untuk KBL

Berbasis Baterai ditetapkan sebesar O% {no1 persen) dari

dasar pengenaan PKB .

Pengenaan BBNKB angkutan umum Barang untuk KBL

Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan

sebesar O% Cool persen) dad dasar pengenaan BBNKB.
Pasal 15

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan

pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar O%

(noI persen) daN dasar pengenaan PKB.

Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan

pelayanan kebersihan mihk Pemerintah Pusat, Tentara

Nasional Indonesia, Kepohsian Negara Republik

Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar O%

(noI persen} dad dasar pengenaan BBNKB.

Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan

pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Mink Daerah, dan pittak swasta yang

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar

pengenaan PKB.

(2)

(3)



(4} Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan

pelayanan kebersihan mink Badan Usaha AAilik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan

sebesar 25% (dua puluh lima_ persen) dad dasar

pengenaan BBNKB.

(5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang

diperuntukkan untuk kegiatan sosia! keagamaan

ditetapkan sebesar 25% (dua pulllb lima persen) dad
dasar pengenaan PKB dan BBNKB

Bagian Kedua

Peng}litungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan di Air
Pasal 16

(1) Penghitungan dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b,

ditetapkan berdasarkan NJKB.

(2} NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikar! di
air sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan

berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada

minggu pertama bulan Desember Tatlun 2023.

Pasal 17

NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air

sebagaimana dimaksud dalam pasa1 18 ayat (1), dijadikan

dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan

Bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Ketiga
Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 18

( 1} Pengtdtungan dasar
berdasarkan NJAB

per}genaan PAB ditetapkan

(2} NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan

pada minaII pertama bulan Desember tahun 2023.

Pasa 1 19

NJAB sebagaimana dimaksud dalam pasa1 2D ayat (2),

dijadikan dasar pengenaan PAB.



BAB IV
KETENTUAN LAiN-LAIN

Pasal 2D

Dalarn haI blind tfan, minibus, microt>us, bus, pick up,

double cabin, mobil penumpang mda tiga , mobil huang

roda aga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan

sepeda motor rada tiga barang sebagai bentuk dasar

mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan

BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Dalam haI light truck, truck, tronton dan tractor head

masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan

BBNKB ditambah derlgan NJKB Ut)ah Bentuk.

Pasa1 21

(1)

(2)

(1) Dalam hal NJKB dan NJAB untuk jenis, merek dan ape

Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam lampiran,

penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB,BBNKB

dan PAB sebagai berikut :

a. UnO,lk Kendaraan Bermotor tatrun pembuatan
terbaru:

1. NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud

ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan

bermotor pada minggu pertama bulan Desember

Tahun pajak sebelumnya;

2 . NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) ditetaF>kan dengan ketentuan dalam hal

diperoleh:

1} Harga kosong , NJKB dan NJAB ditetapkan

sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Niki;

2} Harga isi, NJKB dan NJAB ditetapkan sebe lum

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai PKB,

BBNKB dan PAB;dan

3) Dalam hal HPU suatu kendaraan aclak

diketahui, NJKB dan NJAB dapat ditentukan

dengan mempedomani NJKB dan NJ AB dad

daerah provinsi lain yang memenuhi dad jenis,

tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang
sama atau mendekati



b. Untuk Kendaraan Bermotor yang tatlun
pembuatannya lebih tua, NJKB dan NJAB ditentukan
berdasarkan :

1. HPU;

2. NJKB dan !VJAB dari daerah provinsi iain;dan

3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang

hampir sama dan/atau tatlun pembuatan dan

negara produsen sama.

(2} Dalam hal NJKB dan NJAB untuk jenis, merek dan tipe

Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam lampiran

tetapi masi tl terdapat jenis, merek dan ape yang sama

dengan tallun pembuatan yang bert)eda, penentuan

NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB

dan PAB sebagai bedkut :

a. Untuk tahun pembuatar! let)ih baal, penentuan
NJKB dan !VJAB berdasarkan :

1. HPU;

2. NJKB dan NJAB dari daerah provinsi lain;

3. Kenaikan 5% (lima persen} setiap tatlun dart nnai

jual tab tIn sebe lunlnya dan F)aUng ban)uk

kenaikan 5 (bma) tingkat;

4. Merck dan/atau tipe atau model sejenis yang

hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan

negara produsen sama

b. Untuk tahun pembuatan !ebih tua, penentuan NJKB
dan NJAB berdasarkan :

1. HPU;

2 . NJKB dan NJAB dari daerah proving Iain;

3. Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai

derlgan 5% {lima persen) setiap tatlun dart nilai
jual tahun sebelumnya dan paling barIyak

penurunan 5 (lima) tingkat; atau

4. A4erek dan/atau tipe atau model sejenis yang

hampir sama dan/atau tatlun pembuatan dan

negara produsen sama

c. Untuk pembuatan kendaraan bermotor tab tIn 1980

ke bawah, niiai jualnya ditetapkan sama dengan

tallun pembuatan 1980.



(3) Penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar Pengenaan

PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), diusulkan oleh dialer kepada Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB

dengan daftar jenis dan ape kendaraan baru yang akan

dinaikan ke Kepala Ba(ian.

(4) Penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan

PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

a. Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih

dan alat–alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan

rupiah dengan rincian :

1) Kurang dari Rp 500.000

dibulatkan ke bawah;

(lima ratus abu)

2) Sama/lebih dari Rp 500.000 (bma ratu abu )

dibulatkan ke atas.

b. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga ,

dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah deIIgan

rlrlclan :

1). Kurang dari Rp SO.000 (Lima puluh dbu)

dibuiatkan ke bawah;

2). Sama/iebih dah Rp 50.000 (Lima puluh abu)
dibulatkan ke atas.

(5) NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB

dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a)'at (2),

ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan meialui Keputusan
Gubernur.

Pasal 24

Penetapan besaran PKB, BBNKB dan PAB dilakukan

pembulatan ke atas, perhitungan Rp 1,OO (satu rupiah)

sampai dengan Rp 499,OO (empat ratus sembilan pullrh

sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp 500,OO (bma ratus

rupiah), dan perhitungan Rp 500 {lima ratus rupiah) sampai

dengan Rp 999,OO (sembilan ratus sembilan puluh sembi lan

rupiatl) dibulatkan menjadi Rp IOOC),OO (seribu rupiat1).



BAB iV

KETENTUAN PEirIJTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 18 Ta}lun 2023 tentang

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Juai
Kendaraan Bermotor Ut>ah Bentuk Pembuatan Sebe lum

Tab\In 2023 dan Yang Beltlm Ditetapkan OIeh Menteri

dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Nomor 18} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini muiai berlaku pada tangga1

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengwldangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkuiu
pada tangga!, 5-2-2025
PIt. GUBERNUR BENGKULU,

&d.

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6-2-2025
Pj, SEKRrrARiS DAERqH PROVINSI BENGKULU,

t&i.

H. HARYADI

BERITA DAEMH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai deIIgan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

'/

adage,*-,„„
e Tk.I

NIP, 19750825 200502 1 005
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